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i. Pendahuluan

ii. Sistem Penuntutan Pidana Moderen

iii. Sejarah Hukum Acara Pidana

iv. Pihak Yang Terlibat Dalam Hukum Acara Pidana

v. Penyelidikan Dan Penyidikan

vi. Penangkapan Dan Penahanan

vii. Penggledahan, Penyitaan Dan Pemeriksaan Surat

viii. Penuntut Umum Dan Surat Dakwaan

ix. Pra Peradilan Dan Ganti Rugi

x. Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan

xi. Pembuktian Dan Alat Bukti

xii. Putusan Hakim

xiii. Upaya Hukum

xiv. Pelaksanaan Putusan Hakim
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ÅANDI HAMZAH, HUKUM ACARAPIDANA INDONESIA,
SINARGRAFIKAJAKARTA,2006
ÅM YAHYAHARAHAP,PEMBAHASANPERMASALAHAN

DAN PENERAPAN KUHAP PENYIDIKAN DAN
PENUNTUTAN,SINARGRAFIKA,JAKARTA2006
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A. Pengertian H A pidana

Salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku

di suatu negara sebagai dasar dan aturan yang

menentukan dengan cara apa dan prosedur seperti apa

sehingga ancaman pidana pada suatu perbuatan pidana

dapat dilaksanakan ketika seseorang telah disangkakan

melakukan perbuatan pidana (mulyatno)
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B. 
Fungsi 
H A 
PIdana

1. Mencari dan menemukan 
kebenaran

2. Pemberian putusan oleh 
hakim

3. Pelaksanaan putusan



c. Tujuan H A Pidana

Untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya
mendekati kebenaran materiil yaitu kebenaran yg
selengkap-lengkapnya dr suatu perkara pidana dg
menerapkanketentuan hk acarapidanascr jujur dan tepat,
dg tujuan utk mencari siapakahpelaku yg dpt didakwakan
melakukan suatu pelanggaran dan selanjutnya meminta
pemeriksaandan putusan dr pengadilanguna menemukan
apakahterbukti bahwasuatu tindak pidana telah dilakukan
danapakahorangyg didakwakantsb dpt dipersalahkan
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D. Sumber

H A Pidana

Sebelum 31-
12-1981

HIR

Sesudah 31-
12-1981

UU No 8 
Tahun 1981

UU Khusus
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KUHAP(UU No. 8 Th 81) hadir menggantikan HIRdg tujuan utk
memperbaiki kelemahan-kelemahan yg ada dlm HIR, antara
lain:
ÇLbh memberikan jaminan pengakuan HAM pd tersangka /

terdakwa mll penjaminan kepastian hukum (ex: adanya
pembatasan masa penahanan pd tiap-tiap jenjang
pemeriksaan.)

ÇAdanyapembatasankewenanganpetugaspenegakhukum dlm
masing-masingjenjangpemeriksaan(diferensiasifungsional).

ÇPemeriksaan tersangka dg menggunakan metode scientific
crimedetection.
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1. ASAS LEGALITAS

2. ASAS KESEIMBANGAN

3. ASAS PRADUGA TAK BERSALAH

4. ASAS GANTIRUGI DAN REHABILITASI

5. ASAS UNIFIKASI

6. ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN

7. ASAS OPURTINITAS

8. ASAS PEMERIKSAAN TERBUKA UNTUK UMUM



× Konsideran KUHAP huruf a

(ñBahwa negara RI adl neg hk yg berdasarkan Pancasila&

UUD 45 yg menjunjung tinggi HAM serta yg menjamin segala

warga negara bersamaan kedudukannya di dlm hukum dan

pemerintahan itu tdk ada kecualinya.ò)

×Bhw pelaksanaan penerapan KUHAP hrs bersumber pd titik

tolak the rule of law shg setiap tindakan para penegak hk

hrs:

1. Berdasarkan ketentuan hk dan UU.

2. Menempatkan kepentingan hukum dan perUUan di atas

segala-galanya
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ÅKonsideran KUHAP huruf c.

Bahwa dlm setiap upaya penegakan hukum harus selalu

mengusahakan keseimbangan antara:

1. Perlindungan thd kepentingan dan ketertiban 

masyarakat.

2. Perlindungan thd harkat dan martabat 

manusia.
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Ç PenjelasanUMUMbutir3.
Ditinjau dari segi teknis yuridis atau dari segi teknis penyidikan
dinamakanȰÐÒÉÎÓÉÐakusatur(accusaturyprocedure/ accusatorial
ÓÙÓÔÅÍɊȟȱyakni:
1. Menempatkan tersangka / terdakwa dlm setiap jenjang
pemeriksaansbg subyekdan bukan sbg obyek pemeriksaan,shg
tersangka/ terdakwa hrs diperlakukansbg layaknyamanusiayg
mempunyaiharkat,martabat,danhargadiri.
2. Yg mjd obyekdlm pemeriksaanadl kesalahan/ tindak pidanayg
dilakukantersangka/ terdakwa.
Ç HIRmenerapkanprinsipinkuisitur(kebalikandr akuisitur)
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Pasal 95-97 KUHAP
Pasal 95
Ganti rugi dpt dilakukanoleh tersangka,terdakwa,maupun
terpidana atas akibat adanya penangkapan, penahanan,
penuntutan,danpengadilansertatindakanlainyg:
-Tanpa alasan yg berdasarkan UU
- Kekeliruan atas orang
- Kekeliruan hukum yg diterapkan
Tuntutan ganti rugi diajukan mll sidang praperadilan
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Pasal97
üRehabilitasidpt diajukanoleh seseorangyg diputusbebas

atau lepas dari segala tuntutan hukum atas putusan
pengadilanyg tlh incracht.
üPermintaanrehabilitasitersangkaataspenangkapanatau

penahanan tanpa alasan yg berdasarkan UU, atau
kekeliruanmengenaiorangnyaatauhukumyg diterapkan,
yg tdk diajukanke PN, diputus mll sidang diterapkan,yg
tdk diajukanke PN,diputusmll sidangpraperadilan(Psl97
ayat3)
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Konsideranhuruf b.
Mengganti pluralisme hukum kolonial (utk wil Jawa&Madura
HIR,sdkutk luarJawa&MaduraRBg)
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Pasal 50 
Setiap tersangka / terdakwa berhak:

- Segera mendapat pemeriksaan dari penyidik
- Segera diajukan kpd penuntut umum oleh penyidik
- Segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum
- Segera diadili oleh pengadilan

Permasalahan ialah KUHAP tdk mengatur sanksi apabila 
ketentuan spt dlm psl 50 di atas dilanggar
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ÅHak yg dimiliki oleh Kejaksaanselaku Penuntut Umum utk
tidak mengajukantuntutan suatuperkarake pengadilanatas
pertimbangandemikepentinganumum.
ÅDiaturdlm pasal8UUPokokKejaksaanNo 15Th1961
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o Pasal 153 (3)
Untuk memenuhi tuntutan prinsip demokrasi dan 
transparansi tdk boleh ada yg dirahasiakan sgl sesuatu yg 
menyangkut pemeriksaan tersangka /terdakwa.
o Kecuali thd sidang kasus kesusilaan serta & kasus dg 

terdakwa anak-anak.
o Apabila asas ini dilanggar konsekuensi putusan pangadilan 
ȰÂÁÔÁÌ ÄÅÍÉ ÈÕËÕÍȱ ɉÁÙÁÔ ΪɊ
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Prinsip-Prinsip HAPID

1. Prinsip pembatasan 
penahanan

2. Prinsip penggabungan 
pidana dg tuntutan ganti rugi.

3. Prinsip diferensiasi 
fungsional.

4. Prinsip saling koordinasi.



a. Negara tidak menganut sistem oportuniti atau legalitas
Inggris -) penuntut ialah seorang polisi

-) setelah tahun 1986 memiliki penuntut umum Crown 
prosecutorservice

-) tidak mengenal oportuniti tetapi ada prosecutorial 
disretion 
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b. Negara negara yang menganut asas oportunitas
Belanda -) Ministrie van Justitie (kejaksaan) sbg penuntut 

-) perkara dikesampingkan krn kebijakan
-) karena teknis
-) karena digabung dgn perkara lain

Jepang
Norwegia  -) dapat menjatuhkan sanksi
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c. Negara-negara yang menganut azas legalitas
Jerman -) perinsipnya perkara tidak boleh di kesampingkan
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Cammon law/ Anglo 
sexon

ɆDidominasi oleh 
hukum tidak tertulis 
atau hukum kebiasaan 
melalui putusan hakim

ɆTidak ada pemisahan 
yang tegas dan jelas 
antara hukum publik 
dan privat 

Civil law/ Eropa 
kontinental

ɆHukum tertulis 
(kodifikasi)

ɆAda pemisahan secara 
tegas dan jelas antara 
hukum publik dengan 
hukum privat
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Cammon law/ Anglo sexon

ɆMenggunakan juri yang memeriksa 
fakta kasusnya menetapkan 
kesalahan dan hakim hanya 
menerapkan hukum dan 
menjatuhkan putusan 

ɆHakim terikat pada putusan hakim 
sebelumnya dalam perkara yang 
sejenis melalui asas The Binding of 
precedent*

ɆAdversary system :pandangan 
bahwa didalam pemeriksaan 
peradilan selalu ada dua pihak yang 
saling bertentangan baik perkara 
perdata atau pidana 

Civil law/ Eropa kontinental

ɆTidak menggunakan juri sehingga 
tanggung jawab hakim adalah 
memeriksa kasus, menentukan 
kesalahan, serta menerapkan 
hukumnya sekaligus menjatuhkan 
putusan.

ɆHakim tidak terikat dan tidak 
wajib mengikuti putusan hakim 
sebelumnya. Asas Bebas **

ɆHanya dalam perkara perdata yang 
melihat adanya dua belah pihak 
yang bertentangan (penggugat dan 
tergugat)dan perkara pidana 
keberadaan terdakwa bukan 
sebagai pihak penentang 

sulthon (c) 2014



Garis Besar
Á1838 ĄBelandamerdekadariPrancis
Á1747 ĄVOC telahmembuataturansendiribagiHindiaBelanda
ÁPenerapanAsasKonkordansi, pro (legisme)-kontra
ÁGubJen. Rochussen:

Suatukeharusanuntuk membuatperaturanpengadilanyang 
terpisahbagimasing-masinggolonganpenduduk, dikarenakan
perbedaankecerdasan, danBumiputeramembutuhkan
peraturanyang lebihsederhana.
ÁHindiaBelandadalamposisidijajah,memudahkanurusanhukum

di wilayahjajahan.Apabiladitemukankesulitandilapangan
dalammenerapkanaturan, makareglemenitulah yang harus
tundukpadakenyataan.
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ÁInlandschReglement(IR) berlakusejak1 Mei 1848 sebagai
hukumacarapidanadanperdatabagiBumiputeraĄ Landraad
ÁReglementop de Strafvordering(RR) danReglementop de 

Rechsvordering(RS) bagiGol.EropaĄRaadVan Justitie.

Hoggerecht

Landraad

RVJ
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ÁTujuanperubahanIR menjadiHIR :
ÁAgar penyesuaianperaturanIR denganperaturanyang 

berlakubagiorangeropa, denganmempertahankansifat
kesederhanaandariacarayang berlakubagiiLandraad
ÁKenyataannyaIR danHIR masihditerapkanbersamaan. 

Bandung, Batavia, Semarang, Malang (HIR), IR di kota-kota
lain
ÁInstitusiPengadilanterbagidua
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Indonesia Eropa
ÁDistrictgerecht- Residentigerecht

-Regentschapgerecht RaadVan Justitie
ÁLandraad Hooggerechtshof
ÁRaadVan Justitie
ÁHooggerechtshof
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ÁLandgerechtĄKeizaiHooin(P Negara)
ÁDistrictsgerechtĄGun Hooin(P. Kewedanaan)
ÁRegentschpsgerechtĄKen Hooin(P.Kabupaten)
ÁLandraadĄTihoonHooin(P. Karisidenan)
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ÁRaadVan JustitieĄKootooHooin(PT)
ÁHooggerechtshofĄSaikonHooin(MA)
JepangmenghapusDualismepengadilan
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